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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk

mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, penyelenggaraan Program

Jamsostek ini perlu diatur dengan undang-undang untuk menciptakan kepastian

perlindungan sekaligus menciptakan keseragaman perlindungan tenaga kerja dari

beragam risiko sosial yang dapat menimpa tenaga kerja, di mana negara dan

masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya.

Begitu pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja ini sehingga konsep dan

hakikatnya diatur secara universal. Menurut Deklarasi Hak Azasi Manusia pada

artikel 22 disebutkan bahwa everyone as a member of society has the right to social

security, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh jaminan sosial. Artinya,

jaminan sosial sesungguhnya merupakan hak azasi manusia. 

Konvensi International Labor Organization (ILO) nomor 102 tahun 1952

mengatur Standar Minimal Jaminan Sosial. Untuk melindungi setiap orang dari risiko

sosial maka setidaknya terdapat 9 jenis jaminan sosial yang harus diberikan, yaitu :

layanan kesehatan, tunjangan sakit, tunjangan untuk pengangguran, tunjangan hari
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tua, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan keluarga, tunjangan persalinan, tunjangan

kecacatan, dan tunjangan ahli waris.

Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945

terutama pada Pasal 28 (ayat 3) dan Pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa

“Jaminan Sosial adalah hak setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan

Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

lemah dan tidak mampu”. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah

satutanggung jawab dan kewajiban negarauntuk memberi perlindungan sosial

ekonomi kepada masyarakat. Program Jaminan Sosial merupakan program

perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja, bertujuan untuk menjamin

keamanan dan kepastian terhadap resiko-resiko sosial ekonomi, sekaligus merupakan

sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya

akibat terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh

pengusaha dan tenaga kerja.

Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan jaminan

sosial ini sudah lengkap. Pada tahun 1992, pemerintah mengeluarkan Undang-undang

nomor 3 tahun 1992 tentang program jaminan sosial bagi tenaga kerja.

Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemen pada Pasal 28H ayat (3) dan Pasal

34 ayat (2) yang dikaitkan dengan jaminan sosial. Pada Pasal 28H ayat (3) UUD 1945

menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
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pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Pasal 34 ayat

(2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sisstem jaminan sosial

bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu

sesuai dengan martabat kemanusiaan. Amandemen UUD 1945 inilah yang akhirnya

menghasilkan Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) dan Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang tersebut mengatur

pembentukan BPJS menjadi dua badan yakni, BPJS Kesehatan dan BPJS

ketenagakerjaan. PT. Askes (Persero) menjadi sektor utama dalam penerapan BPJS

Kesehatan dan PT. Jamsostek (Persero) sebagai tulang punggung utama penerapan

BPJS Ketenagakerjaan.

Masalah ketenagakerjaan menjadi problem yang sangat pelik mengingat jumlah

tenaga kerja Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Dari  catatan  Badan

Pusat Statistik (BPS) jumlah tenaga kerja di Indonesia cukup tinggi dan mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun.  Pada tahun 2010  jumlah tenaga kerja Indonesia

mencapai 116.527.546 jiwa dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar

108.207.767 penduduk dan yang tidak bekerja  berjumlah 8.318.779 jiwa. Hal ini

mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 5.342.454 tenaga kerja.(BPS 2014).

Meskipun bersifat mandatory yang diikuti dengan ancaman pidana bagi pihak

yang mengabaikannya, keberadaan Undang-undang ini ternyata tidak lantas membuat
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seluruh pekerja dilindungi dalam Program Jamsostek yang diselenggarakan oleh

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini

masih banyak tenaga kerja formal maupun informal di Indonesia yang belum menjadi

peserta jaminan sosial  tenaga  kerja.  Hal ini tercatat  dari jumlah peserta aktif  Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS)  Tenaga kerja yang hanya mencapai

12.973.445 pekerja. (BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat).

Fakta ini menggambarkan bahwa jumlah perusahaan yang melindungi tenaga

kerjanya dalam Program Jamsostek masih sangat kecil. Sejalan dengan filosofi dan

hakikat jaminan sosial maka salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan

kinerja BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY dalam mengemban amanah

sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja adalah cakupan kepesertaan

ini. Semakin luas cakupan kepesertaan tersebut maka tingkat keberhasilan dan kinerja

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY dinilai semakin baik, dan sebaliknya.

BPJS Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab jaminan sosial ketenagakerjaan

mempunyai kewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia

baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia

sekurang - kurangnya enam bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa:  Jaminan

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan

Jaminan Pensiun (JP).
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Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab rendahnya cakupan kepesertaan

ini, diantaranya pengusaha dan tenaga kerja belum mengetahui atau memahami

manfaat Program Jamsostek, masih rendahnya kesadaran pengusaha dan tenaga kerja

tentang pentingnya jaminan sosial, dan lemahnya upaya penegakan hukum

(http://www.Jamsostek.co.id/content/news.php?id=2442). Selama ini, upaya yang

dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY untuk meningkatkan jumlah

kepesertaan tersebut masih berfokus pada upaya penegakan hukum melalui koordinasi

fungsional dengan Dinas Tenaga Kerja atau stakeholder terkait baik tingkat propinsi

maupun kabupaten/kota. Cara ini dipilih karena kepesertaan Program Jamsostek

bersifat wajib (mandatory). Namun, sampai dengan saat ini hasil yang diperoleh

dengan cara tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Penulis sependapat bahwa seharusnya upaya penegakan hukum menjadi faktor

yang dominan dalam perluasan cakupan kepesertaan ini. Bagaimanapun seharusnya

seluruh pengusaha dan tenaga kerja dilindungi dalam Program Jamsostek

sebagaimana amanah Undang-undang sekaligus menegakkan hak azasi para tenaga

kerja untuk memperoleh jaminan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan Siswanto (2005) yang menggambarkan bahwa upaya penegakan hukum dan

kesadaran hukum menjadi faktor dominan dalam menentukan cakupan kepesertaan

Jamsostek. Namun demikian, penulis juga meyakini masih terdapat faktor-faktor lain

yang memengaruhi rendahnya tingkat kepesertaan Jamsostek selain faktor-faktor yang
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berkaitan dengan hukum dan sifat kepesertan wajib yang diatur melalui

Undang-undang. Salah satu perspektif yang menarik untuk dipertimbangkan adalah

bagaimana jasa layanan Program Jamsostek tersebut disajikan sehingga menarik

minat perusahaan dan tenaga kerja untuk menjadi peserta tanpa paksaan hukum.

Perspektif ini dikembangkan dengan asumsi bahwa perusahaan dan tenaga kerja

hakikatnya adalah pelanggan atau calon pelanggan BPJS Ketenagakerjaan Kantor

Cabang DIY. Dalam hal ini, penting menjadi pertimbangan untuk mendalami

faktor-faktor yang memengaruhi konsumen dalam membuat keputusan atas produk

atau layanan jasa tertentu.

Masa transisi dari PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan, menuntut

langkah pro-aktif dalam menyampaikan informasi secara massif mengenai

transformasi PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan agar seluruh

elemen masyarakat dapat memahami pola–pola perubahan program dan manfaatnya.

Dengan adanya perubahan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari PT. Jamsostek

(Persero)  ke  BPJS  Ketenagakerjaan  dalam  hal  cakupan  kepesertaan  yang semula

dilakukan  oleh Jamsostek hanya diperuntukkan pada pekerja sektor formal, BPJS

Ketenagakerjaan memperluas  cakupan  kepesertaannya  kepada  sektor informal di

antaranya nelayan, petani, kuli bangunan, tukang becak, tukang bakso, pedagang

kakilima serta pekeja sektor informal lainnya. Hal ini menjadi harapan besar bagi

seluruh warga Indonesia khususnya bagi pekerja sektor informal. Mengacu pada data
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Badan Pusat Statistik per Agustus 2013, jumlah pekerja sektor informal ini sangat

banyak yakni mencapai 66  juta jiwa atau lebih dari separuh (59,58 % ) dari jumlah

tenaga kerja di Indonesia sebanyak 120.170.000 orang. (BPJS Ketenagakerjaan

Harusnya Semua Pekerja Terlindungi. financial.bisnis.com/…/bpjs-ketenagakerjaan.

Diunduh tanggal 14 Oktober 2015).

Hal tersebut juga dipaparkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang tercakup dalam Sistem

Jaminan Sosial Nasional yang diundangkan pada tahun 2004 :

“Saya seringkali mendengar keinginan dan harapan rakyat agar mereka dapat
perlindungan atas resiko ekonomi, baik karena sakit, kecelakaan kerja, memasuki hari
tua, dan pensiun. Melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional inilah, insya ALLAH,
keinginan dan harapan rakyat dapat kita penuhi”.(BPJS Ketenagakerjaan Harusnya
Semua Pekerja Terlindungi. financial.bisnis.com/…/bpjs-ketenagakerjaan. Diunduh
tanggal 14 Oktober 2015).

Dari ungkapan SBY terlihat jelas bahwa negara sangat bertanggung jawab

terhadap perlindungan sosial ketenagakerjaan dan ingin melindungi seluruh rakyatnya

dari resiko yang sering dialami oleh pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah

melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mewajibkan seluruh

pekerja baik pekerja sektor formal maupun pekerja sektor informal untuk ikut serta

dalam jaminan sosial tersebut. Akan tetapi, banyak hambatan dan kendala yang

dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaannya terutama kesadaran dari pekerja itu

sendiri.
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Teori model perilaku konsumen mengemukakan bahwa perilaku konsumen

dalam membeli produk dipengaruhi oleh faktor individu, lingkungan, dan strategi

pemasaran (Assael, 1992); faktor internal dan eksternal (Howkins, 1998); faktor

stimuli pemasaran, stimuli lain, dan karakteristik pembeli (Kotler, 1997); faktor

lingkungan, sifat individu, dan dan faktor stimuli (Engel, 1995). Model-model

perilaku konsumen ini menggambarkan bahwa perilaku untuk membeli atau

menggunakan produk atau jasa dipengaruhi oleh banyak faktor.

Terkait dengan penyelenggaraan Program Jamsostek, penulis berpendapat

bahwa aktifitas marketing untuk memperkenalkan dan memasarkan Program

Jamsostek dan persepsi perusahaan dan tenaga kerja adalah 2 faktor yang diduga

berpengaruh terhadap kepesertaan Program Jamsostek. Dari fenomena tersebut

penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna mencari dan menganalisis hubungan

kausal aktifitas marketing dan persepsi perusahaan terhadap kepesertaan Program

Jamsostek di wilayah D.I. Yogyakarta. Ketertarikan penulis didasarkan atas

argumentasi : 1) tingkat kepesertaan yang rendah telah menjadi persoalan strategis

yang berlangsung dalam jangka panjang dan sulit dicari solusi yang efektif untuk

pemecahannya, 2) tingkat kepesertaan yang rendah menggambarkan kegagalan negara

untuk memberikan perlindungan sosial bagi tenaga kerja karena bagaimanapun

jaminan sosial bagi tenaga kerja tidak hanya menjadi tanggung jawab badan
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penyelenggara (BPJS Ketenagakerjaan) tetapi seluruh insan yang berkaitan dengan

ketenagakerjaan.

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY.

Dipilihnya lokasi ini dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas karena penulis

memiliki keterbatasan sumber daya khususnya waktu dan biaya.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah

sebagai berikut :

1. “Bagaimana persepsi pengusaha dan pekerja pada program BPJS

Ketenagakerjaan?”

2. Bagaimana aktifitas marketing di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY

dalam mengimplementasikan regulasi yang ada ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi stakeholder BPJS

Ketenagakerjaan, berupa :

1. Diperoleh gambaran hubungan aktifitas marketing dan persepsi peserta terhadap

implementasi kebijakan terkait kepesertaan Program Jamsostek, sebagai bahan

masukan bagi manajemen BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY untuk
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melakukan upaya-upaya dalam peningkatan kepesertaan Program Jamsostek.

2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pengusaha dan pekerja terhadap

program jaminan sosial tenaga kerja di DIY pada tahun 2014.

D. Manfaat penelitian

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi penulis, selain sebagai syarat menyelesaikan pendidikan, juga dapat

menambah khasanah ilmu pengetahuan bidang ilmu komunikasi, dan melatih

penulis untuk dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

pada peserta maupun pengusaha mengenai implementasi BPJS Ketenagakerjaan

khususnya di DIY dalam meningkatkan kualitas program BPJS

Ketenagakerjaan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan menjadi menjadi

acuan bagi penelitian dan penulisan sejenis selanjut.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional, di Indonesia terdapat empat Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial, antara lain Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi
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Tindakan tegas BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang DIY terhadap

perusahaan-perusahaan ‘nakal’ yang selama ini dilakukan hendaknya tetap

dipegang sebagai suatu proses pendisiplinan menuju penyelenggaraan layanan

yang bersih dan teratur, yang pada akhirnya membawa Indonesia kepada tingkat

kesejahteraan yang lebih baik. 

3. Bagi Tenaga Kerja

Mengingat kedudukannya dalam tatanan ketenagakerjaan lebih lemah

dibandingkan pengusaha, para pekerja sangat disarankan membentuk suatu

serikat pekerja yang memiliki organ-organ tertentu sebagai penguhubung antara

pekerja dengan pengusaha. Bagi tenaga kerja non formal, sekalipun tidak

berkapasitas untuk membentuk serikat pekerja yang teroganisir, tetap

disarankan untuk berani mengupayakan terpenuhinya hak-haknya sebagai

penerima jaminan sosial, baik dalam tindakannya secara berkelompok (class

action) maupun secara pribadi.
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